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Abstract. This study aims to analyze the concept of ittihadul dewan in ijab qabul according to the Syafi'i and 

Hanafi schools, and its impact on technological progress. The marriage contract is based on the element of mutual 

consent, which is manifested through ijab qabul as the main requirement for the validity of the contract. This 

study uses a library research method with data collection techniques based on literature reviews. The results of 

the study indicate that according to scholars of the Syafi'i school, a marriage contract carried out via telephone 

or other communication media is invalid because it does not meet the requirements of ittihadul dewan which 

requires physical presence in one place. On the other hand, scholars of the Hanafi school consider such a contract 

valid, because they interpret ittihadul dewan based on the continuity of time, even though the parties to the 

contract are in different places. 

 

Keywords: Ittihadul Majelis, Ijab Qabul, Technology, Marriage 

 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep ittihadul majelis dalam ijab qabul menurut Mazhab Syafi’i 

dan Mazhab Hanafi, serta dampaknya terhadap kemajuan teknologi. Akad nikah didasarkan pada unsur 

persetujuan bersama (mutual consent), yang diwujudkan melalui ijab qabul sebagai syarat pokok sahnya akad. 

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan teknik pengumpulan data berbasis 

kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ulama Mazhab Syafi’i, akad nikah yang dilakukan 

melalui telepon atau media komunikasi lainnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat ittihadul majelis yang 

mengharuskan kehadiran fisik di satu tempat. Sebaliknya, ulama Mazhab Hanafi menganggap akad semacam itu 

sah, karena mereka menafsirkan ittihadul majelis berdasarkan kesinambungan waktu, meskipun pihak-pihak yang 

berakad berada di tempat yang berbeda. 

 

Kata kunci: Ittihadul Majelis, Ijab Qabul, Teknologi, Pernikahan 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang 

didasarkan pada akad nikah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan tujuan 

membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Di Indonesia, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang 

ketentuannya juga dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan, kewarisan, 

dan wakaf. Aturan-aturan ini berlandaskan pada literatur fiqih Islam klasik dari berbagai 

mazhab yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Akad nikah merupakan proses pengucapan ijab oleh wali perempuan atau wakilnya, serta 

qabul oleh calon suami atau wakilnya, yang dilandasi oleh prinsip saling ridho atau persetujuan 

kedua belah pihak (Ahmad Roza’i Akbar, 2023). Keabsahan akad nikah ditentukan oleh dua 
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rukun utama, yakni ijab dan qabul, yang mencerminkan kesepakatan dan keridhaan antara 

kedua calon mempelai. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai redaksi yang 

dipahami oleh kedua belah pihak, selama ucapan tersebut menunjukkan niat untuk menikah 

dan dapat dimengerti oleh para saksi. Dalam praktiknya, akad nikah kini juga memanfaatkan 

teknologi modern, seperti video call atau komunikasi daring lainnya. Meski penggunaan 

teknologi ini memudahkan pelaksanaan akad di era globalisasi, banyak yang memandangnya 

kurang pantas mengingat pernikahan merupakan prosesi sakral yang seharusnya dilakukan 

dengan penuh kehormatan. Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, 

pelaksanaan akad nikah melalui media komunikasi semakin umum, baik melalui telepon, 

internet, maupun aplikasi video. Akad nikah yang dilakukan dengan cara ini memiliki 

konsekuensi hukum yang memerlukan perhatian khusus terkait keabsahannya. 

Pernikahan daring pada dasarnya tidak memiliki perbedaan mendasar dengan pernikahan 

biasa. Perbedaannya terletak pada pemahaman tentang ittihadul majelis. Dalam pernikahan 

biasa, ittihadul majelis berkaitan dengan kesamaan tempat dan waktu, sedangkan dalam 

pernikahan daring, fokusnya pada kesamaan waktu (az-zaman). Dari sudut pandang ilmu fikih, 

akad nikah daring melalui video call menjadi perdebatan di antara ulama Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafi’i, karena akad dilakukan tanpa pertemuan langsung. Perbedaan pendapat ini 

berkaitan erat dengan syarat sahnya akad nikah, khususnya ittihadul majelis. Mazhab Hanafi 

memahami ittihadul majelis sebagai kesamaan waktu atau masa (az-zaman), sementara 

Mazhab Syafi’i menekankan pentingnya kesamaan tempat (al-makan). Dalam konteks 

pernikahan daring, yang berlangsung di tempat berbeda tetapi pada waktu yang sama, kedua 

mazhab tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan akadnya. Dengan 

demikian, status akad nikah daring masih menjadi bahan diskusi di antara ulama Mazhab 

Hanafi dan Syafi’i (Rahayaan, 2021). 

Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, ditambah dengan 

ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 yang tidak 

mengesahkan pernikahan daring, menjadi dasar penting bagi penulis untuk menggali lebih 

dalam permasalahan ini. Fokus utamanya adalah relevansi pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam situasi pandemi Covid-19, ketika 

pertemuan langsung sangat dikhawatirkan, apalagi jika wali dan calon suami berada di lokasi 

yang berjauhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian terhadap dua mazhab besar dalam 

fikih, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, menjadi sangat penting. Pemilihan kedua 

mazhab ini didasarkan pada perbedaan yang signifikan di antara mereka, terutama dalam hal 

pemahaman syarat ittihadul majelis dalam akad nikah. 
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2. KAJIAN TEORITIS 

Akad nikah online perspektif hukum islam (sururiyah wasiatun nisa’, UIN Raden Mas 

Said Surakarta) Sahnya sebuah pernikahan adalah dengan tercapainya rukun serta syarat-syarat 

nikah yang telah ditentukan dalam hukum islam. Salah satu rukun yang kini diperbincangkan 

adalah ijab dan qobul secara online, melihat kondisi saat ini adanya pandemi banyak 

pemberitaan tentang akad nikah secara online yang dikarenakan berbagai kendala. Selain dari 

pada itu, saat ini teknologi semakin canggih dan berkembang yang semakin memudahkan 

pekerjaan manusia. Tujuan dari penielitian ini untuk menelaah hukum akad nikah online yang 

sedang marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian kepustakaan (library research) dengan menelusuri referensi berupa jurnal, artikel, 

dan buku-buku yang berkaitan dengan tema pokok bahasan mengenai akad nikah online. Para 

ulama dan ahli fiqih telah memberikan argument-argumen mengenai sah tidaknya menikah 

dengan akad secara online. Menurut par ulama, akad nikah secara online sah apabila yang 

dimaksud dengan satu majlis adalah satu waktu bukan satu tempat akad. Sehingga, setelah 

mengucapkan ijab, qobul juga segera diucapkan.(Nisa, 2022) 

Nikah online dalam perspektif hokum (Miftah farid, UIN Alauddin Makasar) 

Perkembangan   teknologi   saat   ini   mengantarkan   masyarakat   menuju globalisasi  

telekomunikasi  media  dan  informatika.Pada  kondisi  saat  ini  banyak permasalahan-

permasalahan   yang   timbul   dalam   suatu   akad   melalui   media elektronik, misalnya nikah 

onlineyang transaksi ijab kabulnya dilakukan melaluikeadaan  konektivitas  atau  kegiatan  

yang  terhubung  dengan  suatu  jaringan  atau sistem  internet  (via  online). Berawal  dari  

persoalan  di  atas, fiqh sebagai  produk pemikiran   manusia    yang   berkaitan   dengan    

hukum    Islam   harus    mampu memberikan  jawaban  yuridis  terhadap  perubahan  yang  

terjadi  dalam  masyarakat. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan 

harus dilakukan dengan  memperhatikan  implikasi-implikasi  sosial  dari  penerapan  produk-

produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak 

doktrin-doktrin al-Qur’an tentang tingkah laku manusia.(Farid, 2018) 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mengandalkan 

literatur sebagai sumber data, tanpa melibatkan riset lapangan. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif, yang mengolah data deskriptif berupa kata-kata tertulis untuk 

mempermudah pemahaman fakta dan, jika memungkinkan, menghasilkan hipotesis baru. 

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menyederhanakan pemahaman terhadap fakta-fakta yang 
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ada, bahkan dapat menghasilkan hipotesis baru yang belum pernah diusulkan sebelumnya. 

Penalaran yang digunakan dalam pendekatan ini bersifat induktif, dengan mengacu pada 

asumsi pengetahuan tertentu terkait studi analisis pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi 

mengenai Ittihadul Majelis dalam akad nikah yang dilakukan melalui media teleconferens. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Ittihad al-Majlis Dalam Akad Nikah 

Ittihadul Majlis mengandung dua terminologi, yakni Ittihad yang berarti perkumpulan, 

persatuan atau bersatu. Dan kata majlis yang merupakan isim makan dan isim zaman yang 

menunjukkan tempat dan waktu. Selanjutnya, Ittihad al-Majlis secara istilah ialah: 

أتاِ اَّمَأ جَمَلَا ُدَاَحَّ صَا يفَ َُّسَمَّ اَْ َُحَلََطَّ أ َّْناَ دَّرََِْعاَ يَّقِهَّا ُسَاهَِّقَّ حَتَّحَا  اَْ هَّ َََّْ اَْ ُسَقَّ أسَّ ُسَحَّ اِْ َّْنِهناِ ُسدَفَ هَّ مَ أ ُسَمِنَّ َْقَّ مَّ َّْ أهَّا ،  أسقَِّ  ُداَحَّ

َّْتَّعاَ أ دَّهََْْعَغَّأ هَّ ِقَِّ َّْمَأ ُهََهَطَّ َْلاَ نَّأهَّااَ  مَّ َّْ أتاِ ،  هَْهَفاَ يَّأاَداَحَّ َِّأباَ غِهَّأ حَّ َّْمَّع هَّ رَهَّأعِا  َا مَّ هَتَّغِعاَ ُسميهَّهَُّا َْ َْلَّا ،  سَّ َْقَعاَ هَّ صاَ لاَيَْ سَّتَّ  َُحَلََطَّ

تَْتاَ رَهِع غِهَّأ يَّقِهَّا ، جَّ اَْ اَّهاَ ُسدرََّتيتاِ ْهَِّأَِقاِ ِمََّ  ُاََلََدطََّ

Dalam istilah fikih, ittihadul majelis didefinisikan sebagai kesatuan dalam kondisi atau 

keadaan tertentu yang melekat pada mukallaf, dan tetap terhubung secara konsisten tanpa 

mengalami perubahan. Konsep ini menggambarkan kesatuan yang bersifat tetap dan tidak 

memiliki makna yang bervariasi atau berubah-ubah.   

Secara umum, ittihadul majelis dapat diartikan sebagai penyatuan waktu atau tempat 

dalam konteks pelaksanaan akad. Dalam kajian fikih, ittihadul majelis merujuk pada 

kesinambungan antara ijab dan qabul yang ditentukan oleh dua aspek utama: zaraf zaman 

(kesatuan waktu) dan zaraf makan (kesatuan tempat) (Al-Maliki & Jahar, 2020).  Mazhab 

Hanafiyah, Syafi’iyah, serta mayoritas ulama sepakat bahwa ittihadul majelis menjadi salah 

satu syarat sahnya ijab dan qabul dalam akad nikah. Namun, para ulama memiliki perbedaan 

pandangan dalam memahami konsep ini, terutama antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i, yang 

memiliki pendekatan berbeda dalam menafsirkannya.  

Para ulama mendefinisikan Ittihadul majlis: 

أتاِ َّْهَتاَ يَف ُسَمجَمَلَا ُدَاَحَّ َِّألَاِ ُسهانََّأصَا  ألإاَ َُعَدَ َْجَّ هَِقاَ ُبََ ُسَهَِّ َّْهَتاَ يَف هَّ  ُسهانََّأصَا 

Artinya: ittihadul majelis pada akad nikah adalah ketersambungan antara ijab dan qabul 

dalam akad nikah. 

Analisis mengenai esensi ittihadul majelis menunjukkan adanya perbedaan makna, 

terutama dalam konteks Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah, yang menghasilkan perbedaan 

pandangan tentang keabsahan akad nikah daring. Dalam pelaksanaan ijab dan qabul akad 

nikah, syarat kehadiran minimal empat orang harus dipenuhi, yaitu calon mempelai pria atau 

wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, serta dua orang saksi.   
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Perbedaan pandangan ini muncul karena masing-masing mazhab memiliki interpretasi 

tersendiri terkait ittihadul majelis, yang melibatkan dimensi waktu dan tempat. Dalam konteks 

akad nikah daring, hal ini menjadi isu penting karena menyangkut penerapan syarat-syarat 

tersebut dalam situasi yang tidak memungkinkan pertemuan fisik langsung. 

Pandangan Mazhab Syafi’i Mengenai Kesatuan Tempat dan Waktu dalam Ijab Qabul 

Menurut pandangan ulama Syafi’iyyah, pernikahan merupakan tindakan yang sah yang 

mengizinkan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan, dengan sifat ta’abudi, yang berarti 

mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan sekadar 

akad kepemilikan. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan aturan yang 

telah ditentukan oleh syariat Islam (Harahap, 2021). Dalam Mazhab Syafi’i, ijab diartikan 

sebagai pernyataan penyerahan yang disampaikan oleh wali mempelai perempuan, sementara 

qabul adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki. Pernikahan melalui media 

telepon mengacu pada akad nikah yang dilakukan melalui sambungan telepon, di mana wali 

mengucapkan ijabnya dari satu lokasi, dan mempelai laki-laki menyampaikan qabulnya dari 

lokasi yang berbeda (Vijaini et al., 2024). Dalam hal ini, ucapan ijab dari wali harus dapat 

didengar dengan jelas oleh calon suami, dan ucapan qabul dari calon suami juga harus 

terdengar jelas oleh wali mempelai perempuan. 

Berdasarkan beberapa hasil observasi, ditemukan sejumlah kasus pelaksanaan akad 

nikah melalui telepon atau internet. Misalnya, pada tahun 2006, pasangan Syarif Abdurrahman 

Achmad dan Dewi Tarunawati melangsungkan akad nikah menggunakan teknologi 

telekonferensi yang lebih canggih dibandingkan sebelumnya, yakni dengan fasilitas video. Hal 

ini memungkinkan tidak hanya suara yang terdengar, tetapi juga wajah kedua belah pihak yang 

sedang mengucapkan ijab dan qabul. Selanjutnya, pada tahun 2009, akad nikah via 

telekonferensi juga dilakukan di Jeddah, Arab Saudi, oleh pasangan Wafa Suhaimi dan Ahmad 

Jamil Rajab, di mana Ahmad Jamil berada di Virginia, Amerika Serikat. Kedua mempelai 

tersebut merupakan warga negara Indonesia. Kasus serupa terjadi pada 25 Maret 2020, ketika 

mempelai laki-laki, Kardiman bin Haeruddin, berada di Surabaya, sedangkan mempelai 

perempuan, Febrianti binti Hasanuddin, dan walinya berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. 

Akad ini berlangsung sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas pada 

masa itu. 

Penyebab utama terjadinya pernikahan melalui telepon atau internet, seperti yang telah 

disebutkan, adalah jarak yang jauh antara mempelai, perkembangan teknologi komunikasi, dan 

kondisi tertentu seperti pandemi Covid-19. Fenomena ini menarik perhatian untuk dikaji lebih 

lanjut, khususnya dalam konteks analisis terhadap pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi 
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mengenai ittihadul majelis dalam akad nikah. Dalam perspektif Mazhab Syafi’i, ittihadul 

majelis tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul. 

Dengan kata lain, keberlanjutan atau kelangsungan waktu antara kedua pernyataan tersebut 

bukan satu-satunya elemen mendasar dari konsep ittihadul majelis. Ada aspek lain yang sama 

pentingnya, yaitu kehadiran pihak-pihak terkait di dalam satu tempat yang sama pada saat akad 

nikah berlangsung (ittihadul majlis aqdi). Secara jelas, ittihadul majelis mencakup dua unsur 

utama yang harus terpenuhi secara bersamaan: pertama, kesinambungan antara pengucapan 

ijab dan qabul; dan kedua, kesatuan lokasi atau tempat di mana akad nikah dilangsungkan. 

Kedua elemen ini saling menunjang dan menjadi syarat penting bagi sahnya akad nikah dalam 

pandangan Mazhab Syafi’i (Muir et al., 2023). 

Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep al-faur (segera/langsung). Menurut konsep ini, 

setelah wali dari calon istri mengucapkan ijab dalam upacara pernikahan, calon suami harus 

segera menyambut ijab tersebut dengan ucapan qabul secara spontan. Dalam pandangan ulama 

Syafi’iyah, kesinambungan waktu antara ijab dan qabul merupakan elemen yang sangat 

penting. Konsep al-faur menjadi simbol dari konsistensi sikap dalam akad nikah, memastikan 

bahwa kedua belah pihak tetap berada dalam kondisi saling rela (tardhin). Jika tidak ada 

kesinambungan waktu, hal ini berpotensi merusak nilai keikhlasan tersebut dan dapat 

membuka kemungkinan munculnya unsur paksaan. Dengan demikian, al-faur tidak hanya 

menjaga keabsahan akad tetapi juga esensi kerelaan kedua belah pihak yang menjadi dasar dari 

sahnya pernikahan (Maghfuroh, 2021). 

Dalam pandangan Mazhab Syafi’i, ittihadul majelis menekankan bahwa ijab dan qabul 

harus dilakukan dalam satu tempat (al-makan) dan dalam kurun waktu yang sama. Persyaratan 

ini menegaskan bahwa kesatuan tempat memiliki esensi yang sama pentingnya, bahkan lebih 

utama, dibandingkan dengan kesatuan ucapan (al-kalam) antara kedua belah pihak. Mazhab 

Syafi’i juga menolak dan menganggap tidak sah akad nikah yang dilakukan melalui media 

tulisan (al-kitabah), seperti surat, kecuali jika dilakukan melalui perwakilan. Penolakan ini 

didasarkan pada prinsip al-faur (segera), yang mengharuskan qabul diucapkan secara langsung 

setelah ijab, tanpa adanya jeda atau diselingi oleh perkataan lain. Dengan kata lain, qabul harus 

merespons ijab secara spontan untuk menjaga kesinambungan dan kesatuan dalam proses akad. 

Hal ini menunjukkan perhatian Mazhab Syafi’i terhadap kejelasan dan keabsahan proses akad 

nikah, serta menjaga keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak. 

Imam An-Nawawi menjelaskan: 

َْنَّا ُسَاَّحَقَّا اَّناَ ألإاَ َِّ َْجَّ هَِقاَ ُبََ ُسَهَِّ اَْ هَّ َِلََقاِ َِأسَلَِلَََِّ أ ُسَرَّهَتَّا ِْ أ يَّحَقَّا سَّهاَ نَّمَّ َْهَّقِمَّ َْعاَ َِّ اَْ ِهََّ  .ُسَلَِلَََِّ



 
 

e-ISSN : 2988-2265; p-ISSN : 2988-2257; Hal. 65-80 
 

71           AL-TARBIYAH - VOLUME. 3, NOMOR. 1, TAHUN 2025 

 
 

 

“Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa pemisahan (al-fasl) antara ijab dan qabul dengan 

khutbah dapat membatalkan akad, sama halnya dengan pemisahan yang dilakukan dengan 

sesuatu selain khutbah”. 

هَُّ ََّأقَّا ََنَّأعاَ يَف ُسههََّ مَتاِ : ََّأقَّا يَّمَّهاَ : َُ َّ لله َُّسَحَّ ُسحاَ  حِاهَّ عاِ طَّ ُسلََطَّ َّْمَّع هَّ لَِهَقاَ  الله عَّ َمَااِ  أ ََِّ قَّ حاَ هنََّأحَّ سَّعاَ ،حَّ  غَََُّّ ِ عياَّْا هَّ

عاِ َْنَّا ُسَنَّطَّ ألإاَ َِّ َْجَّ هَِقاَ ُبََ ُسَهَِّ َْعاَ يَّحَقاَ َ َّهَلِا ،هَّ  .َِأسَرَّهَتاَ درَِّماَعاِ سَّلِا َّْلََ

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa jika seseorang 

mengucapkan, "Alhamdulillah wa shalatu wa salamu ‘ala Rasulillah, saya terima nikahnya," 

maka akad tersebut tetap dianggap sah. Ucapan tersebut tidak membatalkan akad meskipun 

terdapat pemisah (al-fasl) antara ijab dan qabul, karena pemisahan tersebut dianggap ringan 

dan terkait langsung dengan akad pernikahan. 

Dalam konteks muamalah, konsep khiyar majlis memberikan hak kepada pihak-pihak 

yang berakad untuk membatalkan kesepakatan selama mereka masih berada dalam satu 

majelis. Namun, konsep ini tidak berlaku dalam akad nikah. Ulama Mazhab Syafi’i 

menyatakan bahwa jika pihak-pihak yang berakad meninggalkan majelis akad sebelum ijab 

dan qabul dilakukan, maka hak untuk melaksanakan akad tersebut dianggap hilang. Hal ini 

menunjukkan bahwa inti dari ittihadul majelis adalah kesatuan tempat (al-makan), bukan 

sekadar kesinambungan ucapan antara pihak-pihak yang berakad. Atas dasar itu, Mazhab 

Syafi’i menolak akad nikah yang dilakukan melalui surat atau korespondensi, kecuali jika 

menggunakan perwakilan. Penolakan ini didasari oleh prinsip bahwa ijab dan qabul harus 

diucapkan secara langsung dengan lafaz yang sharih (jelas dan tegas). Sebaliknya, lafaz dalam 

surat dianggap bersifat kinayah (samar), yang tidak sesuai dengan sifat akad nikah yang 

menuntut kejelasan penuh. Misalnya, jika seorang pria mengirimkan surat lamaran kepada 

seorang wanita, dan wali wanita di majelis yang sama langsung menyatakan penerimaan, akad 

nikah semacam ini tetap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran kedua belah pihak 

secara fisik dalam majelis akad dan ketidakjelasan lafaz dalam surat tersebut, sebagaimana 

dijelaskan oleh Imam al-Haramain, al-Baghawi, dan ulama lainnya (Smith, 2008; Rahayaan, 

2021). 

Akad nikah melalui surat atau korespondensi dianggap tidak sah bukan hanya karena 

surat tidak memenuhi syarat sebagai ucapan yang sharih (jelas), tetapi juga karena pentingnya 

peran dua saksi dalam proses tersebut. Kehadiran saksi merupakan syarat mutlak dalam 

keabsahan akad nikah menurut ajaran Islam. Peran mereka adalah memastikan bahwa ijab dan 

qabul dilakukan dengan benar, baik dari sisi redaksi yang diucapkan maupun fakta bahwa 

kedua belah pihak benar-benar melafalkannya. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa 

keberadaan dua saksi sangatlah penting untuk menjamin keabsahan akad nikah secara pasti. 
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Dalam pandangan ulama Mazhab Syafi’i, saksi harus memenuhi syarat al-mu’ayanah, yaitu 

menyaksikan secara langsung dan memastikan dengan yakin bahwa ijab dan qabul diucapkan 

oleh pihak-pihak yang berakad. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian (ihtiyath) 

yang dianjurkan dalam Islam, terutama dalam hal akad nikah yang memiliki konsekuensi besar, 

yaitu mengubah sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal. Oleh karena itu, ulama Mazhab 

Syafi’i menekankan pentingnya kehadiran fisik dan kejelasan lafaz dalam akad nikah sebagai 

langkah menjaga kesucian dan keabsahan pernikahan (Al-Maliki & Jahar, 2020). 

Pandangan ini menegaskan bahwa kesaksian orang buta tidak dianggap sah dalam akad 

nikah. Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haitamiy menjelaskan bahwa kesaksian hanya diakui 

jika memenuhi syarat al-mu’ayanah, yaitu menyaksikan langsung dengan mata kepala selain 

mendengar ucapan secara jelas. Menurutnya, kesaksian orang buta disamakan dengan 

seseorang yang berada dalam kegelapan total, karena ia tidak dapat memastikan secara visual 

bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh pihak yang berakad. Begitu pula, kesaksian 

orang tuli juga tidak diterima. Walaupun ia bisa melihat gerakan bibir pihak yang berakad, ia 

tidak dapat memahami isi ucapan secara pasti. Kedua kondisi ini, baik buta maupun tuli, 

menghilangkan kemampuan untuk memberikan jaminan kepastian bahwa ijab dan qabul 

diucapkan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam Mazhab Syafi’i, kepastian ini menjadi aspek 

penting untuk memastikan sahnya akad nikah, sehingga syarat al-mu’ayanah, yaitu 

kemampuan untuk melihat dan mendengar secara langsung, sangat diperlukan demi menjaga 

validitas akad tersebut. 

Selain berbagai alasan yang telah dijelaskan, ulama Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa 

akad nikah memiliki sifat ta’abudi, yang berarti pelaksanaannya harus mengikuti aturan dan 

contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, tata cara akad 

nikah yang sesuai dengan sunnah Nabi terdiri atas dua bentuk utama. Pertama, kehadiran 

langsung calon suami, wali, dan dua orang saksi dalam satu tempat ketika prosesi ijab qabul 

berlangsung. Dengan demikian, keempat elemen ini harus berada di lokasi yang sama untuk 

memastikan kesatuan tempat dan memberikan kesaksian yang jelas atas pelaksanaan akad 

tersebut. Kedua, jika salah satu pihak, baik calon suami maupun wali, tidak dapat hadir secara 

langsung, maka mereka diperbolehkan untuk mengutus seorang wakil yang terpercaya. Wakil 

ini akan bertindak atas nama pihak yang diwakilinya untuk melaksanakan ijab atau qabul. 

Kedua cara ini sesuai dengan prinsip ta’abudi yang mengacu pada tata cara akad nikah 

sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjaga kesucian, kesakralan, dan 

keabsahan prosesi akad nikah menurut syariat Islam. 
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Dasar hukum penggunaan wakil dalam akad nikah merujuk pada praktik yang 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa peristiwa, Rasulullah menunjuk 

seseorang untuk mewakili beliau dalam prosesi pernikahan. Salah satunya adalah penunjukan 

‘Amr bin Adh-Dhamri sebagai wakil untuk menikahi Ummi Habibah dan penunjukan Abu 

Rafi’ sebagai wakil beliau saat menikahi Maimunah. Salah satu hadis yang menjadi landasan 

terkait penggunaan wakil dalam akad nikah adalah: 

"Tidaklah suatu akad dilakukan oleh seorang wali atau wakil kecuali atas dasar kerelaan 

kedua belah pihak yang berakad." 

Hadis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad melalui wakil sah selama memenuhi 

syarat, yaitu adanya kerelaan dari pihak yang diwakili dan kejelasan mandat yang diberikan 

kepada wakil. Praktik ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam syariat Islam terkait 

pelaksanaan akad nikah, khususnya dalam situasi di mana salah satu pihak tidak dapat hadir 

secara langsung. Hadis-hadis tersebut mempertegas bahwa penggunaan wakil adalah bagian 

dari sunnah Nabi, dengan syarat tetap mematuhi ketentuan syariat, termasuk kehadiran saksi, 

kejelasan ijab dan qabul, serta kerelaan kedua belah pihak. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad nikah yang dilakukan melalui 

media seperti pengeras suara, telepon, atau sarana komunikasi lainnya, di mana kedua saksi 

tidak dapat melihat secara langsung pihak-pihak yang berakad meskipun suaranya terdengar, 

tetap dianggap tidak sah. Hal ini karena syarat syahadah mu’ayanah (persaksian dengan mata 

kepala) tidak terpenuhi. Para saksi tidak dapat memastikan dengan pasti bahwa suara tersebut 

berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan. Akad nikah melalui korespondensi (surat-

menyurat) juga dianggap tidak sah, karena ketentuan syahadah mu’ayanah tidak dapat 

dipenuhi. Hal yang sama berlaku untuk akad nikah melalui rekaman kaset, video, televisi, atau 

internet, karena ketiadaan kesaksian langsung oleh saksi terhadap kehadiran fisik dan 

pengucapan ijab qabul dari pihak-pihak yang berakad. Pandangan Mazhab Syafi’i terkait 

ittihadul majelis memiliki hubungan erat dengan prinsip ibadah dalam pernikahan. Karena akad 

nikah dianggap sebagai ibadah yang bersifat ta’abudi, pelaksanaannya harus mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan oleh syariat berdasarkan contoh Rasulullah SAW (tauqifi). Umat Islam 

diwajibkan untuk menjalankan tata cara yang sudah ditetapkan tersebut tanpa penambahan atau 

pengurangan, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Allah SWT (Harahap, 2021). 

Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Kesatuan Tempat dan Waktu dalam Ijab Qabul 

Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan hukum terhadap hal-hal yang belum 

secara jelas diatur dalam Al-Qur'an atau hadis. Proses ini disebut ijtihad, yaitu upaya untuk 

menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan sesuai dengan 
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kondisi serta tempat (shalih li kulli zaman wa makan). Hal ini penting karena perubahan zaman 

sering kali membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga diperlukan 

jawaban atau solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul akibat perubahan 

tersebut.  

Ijtihad adalah elemen penting dalam pengembangan hukum Islam. Meskipun begitu, 

hasil ijtihad sering kali berbeda antara satu mujtahid dan yang lainnya. Contoh dari perbedaan 

ini dapat ditemukan pada pendapat para ulama mazhab mengenai kesatuan majelis dalam 

pelaksanaan ijab qabul (Vijaini et al., 2024). Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, akad 

adalah setiap pernyataan yang bertujuan untuk menetapkan kepemilikan atas sesuatu yang 

berlaku segera setelah ijab qabul diucapkan. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi tidak 

membedakan antara akad nikah dan akad kepemilikan dalam konteks muamalah lainnya. 

Sebagaimana keterangan Imam Hanifah berikut: 

أتاِ جَمَلَا ُدَاحَّ َْنَّا ُسَرَّأََتَُّناَ نَّأنَّا َََُُّ ُسَمَّ أَ عَ غِهَّا حَّ ألإاِ َّْنِهَنَّا اَّناَ هَّ َْجَّ هَِقاِ ُبََ ُسَهَِّ جَمَلَا يَف هَّ ُحَتاَ مَّ دعَ ،هَّ َّْا سَّهاَ حَّ جَمَلاُِساَ ُلَََدَّمَّ  مَّ

َّناَ ،ُسهانََّأصاِ َّْهَرَّهَتاِ اَّا أهَّأ َِن َْنَّا نَّ أَ عَ لإَّا ،حَّ َّهَجَّ أ يَّن تِغِمَّ عاِ يَّهَّأعَّا َُّحَّ َّْناَ َُ لََّ جَمَلَا  َِقَّا ُسَمَّ هَِقاَ ََّ قاَ َُ دَّهَّقَّا اَّهاَ ،ُسَهَِّ َّْا ْهَِجَلإاِ ِرََّمَّ  َُلََدطََّ

جَماَ عِا َ َّناَ ،َّْهَرَّهَتاِ اَّا لَاُسَمَّ حَا ُهَرَهَّأتَّ َِّأعَّ َْ َّْناَ  تاَ ُعَدََِّألَاَ  َْناَ َُّحَّ ع ُسَ لََعَّ  َِأَ َّلََّ

“Ittihadul majelis adalah syarat yang mengharuskan kedua pihak yang melakukan akad 

hadir dalam satu tempat untuk melangsungkan ijab qabul. Apabila mereka berada di tempat 

yang berbeda, maka akad nikah dianggap tidak sah. Kedua pihak harus berada dalam satu 

majelis, sehingga jika salah satu menyampaikan ijab dan pihak lain memberikan qabul di waktu 

atau majelis berbeda, atau teralihkan oleh hal lain sebelum qabul disampaikan, akad tersebut 

tidak berlaku. Hal ini disebabkan akad nikah membutuhkan keterkaitan langsung antara kedua 

pihak dalam satu majelis…” 

Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, akad nikah tidak terbatas pada penggunaan 

lafaz nikah atau kawin saja. Akad dapat dilakukan dengan lafaz lain seperti hibah, tamlik, 

sedekah, pemberian, salam, qiradh, atau upah. Dalam Mazhab Hanafi, ijab merujuk pada 

pernyataan yang pertama kali disampaikan oleh salah satu pihak, baik mempelai laki-laki 

maupun perempuan, sedangkan qabul adalah pernyataan yang menyusul setelahnya(Muir et 

al., 2023). Syarat utama dalam pelaksanaan akad ini adalah kesinambungan majelis, yang 

diartikan sebagai kelangsungan waktu tanpa jeda antara ijab dan qabul dalam satu proses yang 

tidak terputus. 

Jika ijab dan qabul diucapkan terpisah meskipun berlangsung di tempat yang sama secara 

berurutan, akad nikah tidak sah karena kesinambungan waktu antara ijab dan qabul tidak 

terpenuhi. Sebaliknya, menurut salah satu contoh yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim, ulama 

Mazhab Hanafi, akad dianggap sah jika salah satu pihak mengucapkan ijab di satu lokasi dan 



 
 

e-ISSN : 2988-2265; p-ISSN : 2988-2257; Hal. 65-80 
 

75           AL-TARBIYAH - VOLUME. 3, NOMOR. 1, TAHUN 2025 

 
 

 

pihak lainnya menyampaikan qabul di lokasi yang berbeda, asalkan masing-masing pihak dapat 

saling melihat dan mendengar dengan jelas, bahkan jika jaraknya berjauhan atau mereka 

dipisahkan oleh sungai yang besar. 

Dari kedua situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari syarat bersatunya majelis 

lebih menekankan kesinambungan waktu daripada kesatuan tempat. Selama tidak ada hal yang 

mengganggu atau memutus proses akad, maka syarat tersebut terpenuhi. Selain itu, Mazhab 

Hanafi juga membolehkan pelaksanaan akad melalui tulisan sebagai alternatif lisan 

(Maghfuroh, 2021). Tulisan yang secara jelas menyatakan kehendak memiliki kekuatan hukum 

yang setara dengan pernyataan lisan. Contohnya, jika seorang calon suami mengirimkan surat 

berisi akad nikah kepada pihak perempuan, kemudian surat tersebut dibacakan di depan para 

saksi dalam satu majelis, dan wali calon istri menyampaikan qabul, maka akad tersebut sah. 

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, ijab qabul dapat dilakukan melalui perantara atau 

utusan, selain dengan cara langsung. Sebagai contoh, seorang laki-laki dapat mengutus 

seseorang untuk menyampaikan keinginannya kepada pihak perempuan. Utusan tersebut akan 

menyampaikan pesan dari si pengutus di hadapan wali perempuan dan para saksi dalam satu 

majelis. Selanjutnya, wali perempuan menyatakan penerimaan (qabul) secara langsung.  

Mazhab Hanafi menganggap praktik akad nikah semacam ini sah, asalkan ijab dari calon 

suami, baik yang disampaikan melalui surat maupun melalui utusan, dan qabul dari wali calon 

istri, dapat didengar oleh dua saksi dalam satu majelis. Hal ini didasarkan pada anggapan 

bahwa surat memiliki "kedudukan yang sama dengan ucapan si penulis," dan pernyataan utusan 

setara dengan pernyataan si pengutus (Supriadi, 2021). Namun, penting untuk dicatat bahwa 

dalam praktik ini, para saksi mendengar isi surat calon suami yang dibacakan di depan wali, di 

mana pembaca surat tersebut bukanlah wakil dari calon suami. Surat itu hanya berisi pesan 

tanpa memberikan kuasa kepada siapa pun, dan utusan hanya bertugas menyampaikan 

kehendak calon suami secara langsung, tanpa mengambil tindakan atas nama si pengutus.  

Dengan demikian, utusan berbeda dengan wakil dalam hal kuasa. Seorang wakil bertindak atas 

nama pemberi kuasa dan dapat melakukan tindakan hukum sesuai kehendaknya sendiri. 

Sebaliknya, utusan hanya menyampaikan kehendak pengutus secara apa adanya tanpa 

menyatakan kehendaknya sendiri. 

Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, pengucapan akad nikah dapat diwakilkan 

kepada orang lain, dan hal ini tidak berbeda dengan akad nikah yang dilakukan langsung oleh 

kedua mempelai, kecuali bahwa pelaksanaannya diwakilkan. Dalam konteks ini, Mazhab 

Hanafi menekankan pentingnya ittihadul majelis dalam pelaksanaan akad nikah, yang diartikan 

sebagai kesinambungan waktu antara ijab dan qabul. Mazhab Hanafi memandang bahwa akad 
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nikah terdiri dari tiga unsur utama: ijab, qabul, dan pengikat keduanya secara syar’i, yang 

dalam hal ini adalah kesinambungan waktu. Jika ijab dan qabul diucapkan pada waktu yang 

terpisah, maka kesinambungan waktu dianggap terputus, yang dapat memengaruhi esensi akad 

nikah, yakni kerelaan (al-taradhi) antara kedua belah pihak. Selang waktu atau jeda antara ijab 

dan qabul dianggap sebagai tanda ketidakseriusan, yang berpotensi menghilangkan makna 

kerelaan tersebut. Dengan demikian, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan 

yang dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon, net-meeting, atau telekonferensi 

tetap sah selama syarat-syarat akad, termasuk kesinambungan waktu, terpenuhi. 

Pengaruh Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Hanafi terkait Ittihadul Majelis terhadap 

Perkembangan Teknologi 

Mazhab Syafi’iyah memandang ittihadul majelis (kesatuan majelis) dalam akad nikah 

sebagai hal yang penting, terutama ketika akad dilakukan melalui media seperti telepon. Hal 

ini didasari oleh prinsip kehati-hatian (ihtiyath) untuk mencegah dampak negatif, mengingat 

perkembangan teknologi saat ini mempermudah terjadinya penipuan, pemalsuan, dan tindakan 

tidak etis lainnya. Beberapa orang mungkin meniru suara orang lain atau memanfaatkan 

teknologi untuk menyamarkan identitas demi tujuan yang tidak baik (Ahmad Roza’i Akbar, 

2023).  Oleh karena itu, Mazhab Syafi’iyah sangat menekankan perlindungan terhadap 

kehormatan dan kesucian ikatan pernikahan. Pendekatan ini bertujuan agar pernikahan sebagai 

sebuah akad sakral tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengikuti hawa 

nafsu atau berperilaku penuh kebohongan dan tipu daya. Pandangan ini sejalan dengan upaya 

menjaga nilai-nilai moral dan integritas dalam pelaksanaan akad nikah. 

Mazhab Hanafiyah memandang ittihadul majelis dalam akad nikah melalui telepon 

sebagai bentuk penghormatan terhadap kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan 

dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, Allah SWT dan Rasul-Nya sangat menghargai 

ilmu pengetahuan, sehingga pemanfaatan teknologi dalam akad nikah dapat dipandang sebagai 

rukhshah (keringanan) yang sah secara syar'i. Penerapan teknologi dalam nikah online 

dianggap sebagai solusi praktis (problem solving) yang dapat digunakan terutama dalam situasi 

darurat (dharurat) yang mengharuskan akad nikah dilakukan tanpa pertemuan langsung. 

Dengan pendekatan ini, Mazhab Hanafiyah memberikan fleksibilitas dalam menjalankan 

syariat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang mendasarinya, selama syarat dan rukun akad 

tetap terpenuhi. 
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Sebagaimana firman Allah SWT: 

أغَتِهَُ جَّ هِاَ يعَ هَّ عاَ  أتَعاِ حَّ بنِعاَ غِهَّا جَقَّ ِٰ أ ُجَدَّ مَّ رَّقَّا هَّ َْنِعاَ جَّ مَّ َّْ َْناَ يَع  ََاِ مَناَ ُستاَ عَّ َْنِعاَ مَمََّْا حَّ َ َْعَّاِ َُِّ َِعٰغَ بنِعاِ غِهَّا َُ َْنَّاُسَمِلَاَ لََّمه  ۙە مَمَ

َِقاِ مَناَ يَفاَ ََّ َْتُِ ُسعَلَِهَقاِ سََّْنِهَنَّا غََُّٰ هَّ قَ َْنِعاَ  َّ مَّ َّْ دَّنِهَههَُِ  َّْا هَّ َُ تَّ َّْمَّع ِ قَّ َْمِهُ ُسهَألَلا  َ ََّ دهُِ ُسحَمٰهحَّا يَّأ ُٰ دَّحَا هحَّاُسكَناٰ هَّ َْ ُ َا مِهَُهَّ غِهَّا َِأللّه َِ  

هَسٰبنِعاََ هَسٰع يَّهرََعَّا مَّ هرََعَّا ُسَمَّ َْعاِ هَّ  .ُسهَحَ

Artinya: Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah 

memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek 

moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak 

dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi 

saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah 

salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. 

Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj: 78). 

Persoalan ittihadul majelis dalam akad nikah memang merupakan isu yang kompleks, 

karena setiap mazhab memiliki kriteria dan pendekatan yang berbeda dalam 

menginterpretasikan konsep tersebut. Berdasarkan analisis fiqhiyyah, esensi syariat, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan, baik dengan mencegah kemudaratan maupun mendatangkan manfaat.   

Perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi terkait akad nikah 

melalui media seperti live streaming berakar pada perbedaan dalam metode ijtihad. Mazhab 

Syafi’i menekankan keabsahan redaksi akad yang dapat dipastikan melalui pendengaran 

langsung, tetapi juga menuntut adanya kepastian bahwa redaksi tersebut benar-benar 

diucapkan oleh pihak yang melakukan akad, yang hanya dapat dipastikan dengan melihat 

mereka secara langsung. Oleh karena itu, kesaksian orang buta dalam akad nikah tidak 

diterima, karena dianggap setara dengan seseorang yang berada dalam kegelapan tanpa dapat 

melihat apa yang terjadi.   

Sebaliknya, Mazhab Hanafi lebih fleksibel. Mereka membolehkan pembacaan ijab yang 

terdapat dalam surat dari calon suami dan pengucapan qabul oleh wali perempuan, selama 

keduanya didengar oleh dua saksi dalam satu majelis secara waktu. Dalam praktiknya, ucapan 

akad oleh calon suami didahului oleh qabul dari wali perempuan, dan hal ini dianggap sah.  

Dari perbedaan tersebut, pendekatan Mazhab Syafi’i terkesan lebih ketat dan kurang adaptif 

terhadap perkembangan zaman, yang pada akhirnya dapat membatasi fleksibilitas pelaksanaan 

akad nikah. Sebaliknya, Mazhab Hanafi lebih terbuka terhadap inovasi teknologi selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Konsep ittihadul majelis dalam akad nikah menurut Mazhab Syafi’i tidak hanya 

menekankan kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul. Lebih dari itu, syarat ini juga 

mencakup kehadiran fisik pihak-pihak yang berakad dalam satu ruangan yang sama selama 

prosesi berlangsung (ittihadul majlis aqdi). Dengan demikian, akad nikah yang dilakukan 

melalui media seperti pengeras suara, telepon, atau sarana komunikasi lain, meskipun terdengar 

oleh saksi, dianggap tidak sah apabila saksi tidak dapat melihat langsung pihak-pihak yang 

berakad untuk memastikan keabsahan ucapan tersebut. 

Sebaliknya, Mazhab Hanafi memahami ittihadul majelis dalam konteks kesinambungan 

waktu antara ijab dan qabul tanpa mengharuskan kehadiran fisik pihak-pihak di tempat yang 

sama. Oleh karena itu, akad nikah melalui telepon, net meeting, atau teleconference dinilai sah 

selama kesinambungan ijab dan qabul terpenuhi. Kedua mazhab ini mendasarkan 

pandangannya pada hadis terkait pernikahan Ummu Habibah dan Maimunah, yang 

membolehkan pernikahan melalui utusan atau perwakilan, meskipun dengan interpretasi yang 

berbeda. 
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